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Mengi ngat

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

RETRI BUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ( PUSKESMAS)

. a.

DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa dalam rangka neni ngkatkan pel ayanan
kesehat an khususnya Kesehatan Dasar pada Pusat
Kesehat an Masyarakat di Kabupaten Hul u Sunga
Sel at an, maka tarif dan unit pel ayanan
kesehatan yang di atur dalam peraturan Dearah
8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pel ayanan

Kesehatan sudah tidak sesuai | agi dengan
keadaan dan perkenbangan dewasa ini untuk itu
perlu diatur kenbali sesuai ketentuan yang
ber| aku;

bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana
di maksud dalam  huruf a, perlu menbent uk
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan pada Pusat Kesehat an Masyar akat
(Puskesnas) di Kabupaten Hul u Sungai Sel at an;

. Undang- Undang Nonor 27 Tahun 1959 tentang

Penet apan Undang- Undang Darurat Nonor 3 Tahun
1953 tentang Penbentukan Daerah Tingkat 11 di
Kal i mantan  sebagai Undang-undang (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nonmor 72,
Tanmbahan Lenbaran Negara Republik [Indonesia
Nonor 1820) ;

Undang- Undang Nonor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nonor 76,
Tanbahan Lenbaran Negara Republik 1ndonesia
Nonmor 3209);

Undang- Undang Nonmor 23 Tahun 1992 tentang
Kecehat an (1 enbaran Neaara Renititbli k | ndone<i a



4.

10.

11.

Undang- Undang Nonor 18 Tahun 1997 tentang Paj ak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lenbaran Negara
Republik Indonesaia Tahun 1997 Nonor 41,
Tanmbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia
Nonmor 3685) sebagai mana tel ah diubah dengan
Undang- Undang Nonmor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nonor 18 Tahun
1997 (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun
2000 Nonor 246, Tanbahan Lenbaran Republik
| ndonesi a Nonor 4048);

Undang- Undang Nonor 28 Tahun 1999 tentang
Penyel enggara Negara yang Bersi h dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisne (Lenbaran Negara
Republ i k 1 ndonesi a Tahun 1999 Nonor 75,
Tanmbahan Lenbaran Negara Republik 1ndonesia
Nonmor 3851);

Undang- Undang Nonor 17 Tahun 2003 t ent ang
Keuangan Negara (Lenbaran Negara Republik
| ndonesia Tahun 2003 Nonmor 47, Tanbahan
Lenbaran Negara Republi k I ndonesi a Nonor 4286);

Undang- Undang Nonmor 1 Tahun 2004 t ent ang
Per bendahar aan Negara (Lenbaran Negara Republi k
| ndonesi a Tahun 2004 Nonor 5, Tanbahan Lenbaran
Negara Republ ik I ndonesia Nonor 4355);

Undang-undang Nonor 10 tahun 2004 tentang
Penbent ukan Per at ur an Per undang- undangan
(Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2004
Nonor 53, Tanmbahan Lenbaran Negara Nonor 4389;

Undang- Undang Nonmor 32 Tahun 2004 tentang
Peneri ntahan Daerah (Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Tahun 2004 Normor 125, Tanbahan
Lenbaran Negara Republik I ndonesia Nonor 4437)
sebagai mana telah  di ubah beberapa kal
terakhir dengan Undang-Undang Nonmor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang
Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daer ah
(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nonor 59, Tanbahan Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Nonor 4844);

Undang- Undang Nonmor 33 Tahun 2004 tentang
Peri nmbangan Keuangan antara Penerintah Pusat
dan Penerintah Daerah (Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Tahun 2004 Nonor 126, Tanbahan
Lenbaran Negara Republik 1ndonesia Nonor
4438) ;

Peraturan Penerintah Nonor 66 Tahun 2001
tentang Retri busi Daerah (Lenbaran Negara
Republ i k 1 ndonesi a Tahun 2001 Nonor 119,
Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia
Nonor 4139);



Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nonor 165
,  Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia
Nonor 4593);

13. Peraturan Penerintah Nonor 38 Tahun 2007
tentang Penbagi an Urusan Penerintahan Antara
Penerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Penerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nonor 82,
Tanmbahan Lenbaran Negara Republik 1ndonesia
Nonor 4737);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nonmor 7 Tahun
2003 tentang Pedoman QOperasi onal Penyi di k
Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan
Per at ur an Daer ah;

15. Peraturan Daerah Nonor 26 Tahun 2007 tentang
Kewenangan Daer ah Kabupaten Hul u Sungai Sel atan
(Lenbaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Sel atan
Tahun 2007 Nonor 25, Tanbahan Lenbaran Daerah
Kabupat en Hul u Sungai Sel atan Nonor 110);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |11
Hul u Sungai Sel atan Nonor 11 Tahun 1990 tentang
Penyi di k Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Penerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Hulu
Sungai Sel at an ;

Dengan Perset uj uan Ber sama

DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menet apkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN  PADA  PUSAT  KESEHATAN  MASYARAKAT
( PUSKESVAS) DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dal am Per at uran Daerah i ni yang di maksud dengan :
1. Daerah adal ah Kabupaten Hul u Sungai Sel at an.

2. Penerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur Penvel engogara Penerintah Daerah Kabupaten



o o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Di nas Pendapatan adalah D nas Pendapatan Kabupaten Hulu
Sungai Sel at an.

Kas daerah adal ah Kas Daerah Kabupaten Hul u Sungai Sel at an.
Bendaharawan Khusus Penerinma adal ah Bendaharawan Khusus
Peneri ma pada Di nas Pendapat an.

Puskesmas adal ah  Pusat Kesehat an Masyarakat ternmasuk
Puskesmas Per awat an, Puskesmas Keliling, dan Polindes yaitu
tenpat yang | angsung nenberi kan pel ayanan kesehatan secara
menyel uruh dan terintegrasi kepada nasyarakat di wlayah
kerja tertentu.

Pel ayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pel ayanan
Kesehat an yang diberikan kepada seseorang dalam rangka
observasi, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan
| ai nnya yang nmel i pui upaya pronoti f (peni ngkat an
kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan)
dan rehabilitatif.

Pol i kl i ni k adal ah t enpat menyel enggar akan kegi at an
pel ayanan rawat jalan dalam bentuk peneriksaan dan
pengobat an di Puskesnas.

Pel ayanan rawat jalan adal ah pel ayanan kepada pasi en untuk
observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi nedik dan
pel ayanan kesehatan | ai nnya tanpa tinggal di rawat inap.

Pel ayanan rawat inap adal ah pel ayanan kepada pasi en unutuk
observasi, diognosis, pengobatan, rehabilitisai nedik dan
atau pel ayanan kesehatan |ainnya dengan nenenpati tenpat
tidur.

Rawat sehari adal ah  pel ayanan kepada pasien untuk
observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan rehabilitasi
medi k atau pel ayanan kesehatan | ai nnya dan nenenpati tenpat
tidur kurang dari 1 (satu) hari.

Pasien atau klien adalah setiap orang yang datang kerumah
sakit untuk nenperol eh pel ayanan kesehatan atau pengobat an.

Ti ndakan Medi k dan Terapi adal ah tindakan operatif,
ti ndakan anastesi, tindakan pengobatan yang nenggunakan
al at atau di agnostik tertentu.

Ti ndakan Medi k Operatif adal ah tindakan operasi/ penbedahan
yang nmenggunakan penbi usan dan atau tanda penbi usan.

Ti ndakan Medi k Non Operatif adalah tindakan tanpa operas
penbedahan.

Jasa Pel ayanan adal ah inbalan yang diterima ol eh pel aksana
pel ayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam
rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi visitea,
rehabi | atasi medi k, adm ni strasi dan atau pel ayann | ai nnya.

Penunj ang diagnostik adalah pelayanan untuk nengadakan
di agnosis berupa peneriksaan |aboratorium radi ol ogi ,
el ekt romedi k dan peneri ksaan radi o di agnosti k khusus.

Konsul tasi adal ah pel avanan vana diberi kan dal am bent uk



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Vi sum Et Refertum adal ah |aporan tertulis yang dibuat atas
sunpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditenukan
pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang
sebai k- bai knya yang hanya di m ntakan oleh aparat penegak
hukum

Penjam n adalah orang pribadi atau badan hukum sebaga
penanggung biaya pel ayanan kesehatan dari seseorang yang
menj adi tanggungannya.

Peneri ksaan kesehatan adal ah peneriksaan atas diri orang
yang nenerl ukan surat keterangan sehat.

BAKHP adal ah Bahan al at kesehatan habis pakai sel anjutnya
di sebut BAKHP adalah alat kesehatan habis pakai yang
di gunakan | angsung dalam rangka obserbvasi, diagnososa,
pengobat an, perawatan, rehabilitasi nedik dan pelayanan
kesehat an | ai nnya.

Laborat ori um adal ah suatu sarana penunjang di agnosti k guna
nmenegakkan di agnosa.

Akonodasi adal ah penggunaan fasilitas rawat inap dengan
makan di rumah sakit unmum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang
di sedi akan ol eh Penerintah Daerah untuk tujuan kepentingan
dan kemanfaatan unum serta dapat dinikmati oleh orang
pri badi atau badan.

Retri busi Pel ayanan Kesehatan yang selanjutnya di sebut
retribusi adal ah penbayaran atas pelayanan kesehatan di
Puskesmas yang termasuk pel ayanan adm ni strasi pendaftaran.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menur ut peraturan perundang- undangan retribusi daerah di
waj i bkan unt uk nel akukan penbayaran retri busi.

Badan adal ah suatu bentuk badan yang neliputi perseroan
terbatas, retribusi konmanditer, perseroan |ainnya, badan
usaha mlik negara atau daerah dengan nama dan bentuk
apapun, persekutuan perkunpulan, firma, kongsi, koperasi
yayasan atau organi sasi yang sejenis, | enbaga, dana
pensi un, bentuk wusaha tetap serta bentuk badan wusaha
| ai nnya.

Peneri ksaan adal ah serangkaian Kkegiatan untuk nencari,
mengunpul kan dan nengolah data dan atau keterangan |ain
dalam rangka pengawasan kepatuhan penmenuhan kewaji ban
retribusi berdasrkan perundang-undangan retribusi daerah.

Penyi di kan Ti ndak Pi dana Ret ri busi Daer ah adal ah
serangkai an ti ndakan yang di | akukan penyi di k Pegawai Negri
Sipil yang selanjutnya dapat di sebut penyidik untuk
mencari serta mengunpul kan bukti yang dengan bukti itu
menbuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah
yang terjadi serta nenenukan tersangkanya.



BAB ||
NAVA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRI BUS

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pel ayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan
Masyar akat (Puskesnas) dipungut retribusi sebagai penbayaran
at as pel ayanan kesehatan di Puskesnas.

Pasal 3

Qbyek Retribusi adal ah jasa pel ayanan dan penggunanan fasilitas
kesehat an yang tersedi a di Puskesnas.

Pasal 4

Subyek Retri busi adal ah orang pri badi atau badan vyang
mendapat kan pel ayanan kesehat an di Puskesnas.

BAB |11
GOLONGAN RETRI BUS

Pasal 5

Retri busi Pel ayanan Kesehatan di gol ongkan sebagai Retri busi
Jasa Umum

BAB |V
CARA MENGUKUR TI NGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Ti ngkat penggunaan j asa pel ayanan kesehat an di hi tung
berdasarkan jum ah, jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan

yang di sedi akan, di berikan dan di gunakan ol eh Puskesnas.

BAB V
PRI NSI P DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARI F

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dal am penetapan struktur dan besarnya
tarif retribusi di mksudkan unt uk menut upi bi aya
penyel enggar aan pel ayanan kesehatan dengan nenperti nbangkan
kemanpuan mnasyarakat dan aspek keadilan, dengan tetap
mengedepankan hak wuntuk nendapatkan pelayanan kesehatan
dasar bagi seluruh nmasyarakat di Kabupaten Hulu Sungai
Sel at an.

(2) Biaya sebagai nana di naksud pada ayat (1) neliputi biaya
i nvestasi jasa sarana dan jasa pel ayanan ternmasuk BAKHP dan
obat - obat an



(1)

(2)
(3)

Pasal 8

Untuk penyel enggaraan pel ayanan kesehatan sebagai nana
di maksud dal am Pasal 7, kepada Puskesnmas diberikan biaya
oper asi onal penyel enggaraan pel ayanan kesehat an

Bi aya operasional dimaksud pada ayat (1)ditetapkan sebesar
75 % dari penerimaan retribusi.

Ket entuan nengenai biaya operasional pelayanan Puskesnas
tersebut di maksud ditetapkan |ebih |anjut ol eh Kepala D nas
Kabupat en Hul u Sungai Sel at an.

Pasal 9

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan

kesehat an.

(2) Struktur dan besarnya retribusi di Puskesmas ditetapkan

sebagai mana tercantum pada Lanpiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI
W LAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retri busi yang terutang dipungut di WIayah Daerah tenpat
penberi an j asa.

(1)
(2)
(3)

(1)
(2)

(3)

BAB VI |
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
PEMBAYARAN RETRI BUSI

Pasal 11

I nstansi  Penmungutan retribusi sebagai mana di maksud dal am
Pasal 8 adal ah Di nas Kesehat an

Pemungut an Retribusi sebagai mana di maksud pada ayat (1)
ti dak dapat di borongkan kepada pi hak keti ga.

Retri busi di pungut dengan nenggunakan karcis dan atau surat
Ket et apan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang
di per sanakan

Pasal 12

Penbayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
kepada Bendaharawan Penerima penbantu

Penerimaan Retribusi sebagi mana di maksud pada ayat (1)
di setorkan ke Kas Daerah nelalui Bendaharawan Penerinma

penbant u.
Dal am hal penbayaran dilakukan di tenpat lain yang
di tunj uk, maka hasil penerinmaan retribusi harus disetor ke

Kas Daerah nel al ui Bendaharawan penerina penbantu sel anbat -
| ambatnya 1 x 24 jam atau dal am waktu yang ditetapkan ol eh
Bupati .



Pasal 13

(1) Penbayaran retribusi sebagai mana di maksud dal am Pasal 11
ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diberikan tanda
bukti penbayar an.

(2) Setiap penbayaran di catat dal am buku peneri maan.

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti penbayaran
dan buku penerimaan retribusi sebagai mana di maksud pada
ayat (1) dan ayat (2) , ditetapkan ol eh Bupati .

BAB VI I |
SANKSI ADM NI STRAS
Pasal 14

Dal am hal wajib retribusi tidak nenbayar tepat waktunya atau
kurang nenbayar, dikenakan sanksi adm nistrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribus
yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagi h dengan
nmenggunakan Surat Tagi han Retri busi Daer ah.

BAB | X
PELAYANAN KESEHATAN YANG
DI KENAKAN RETRI BUSI
Pasal 15

Pel ayanan kesehatan di Puskesmas vyang dikenakan retribusi
terdiri atas :

Peneri ksaan pol okl i ni k umum Kl A/ gi gi

Peneri ksaan poliklinik sanitasi/gizi/laktasi/PlK-KRR
Ti ndakan oper asi

KI R Kesehat an

Ti ndakan nedi k poli gigi

Labor at ori um seder hana

Ti ndakan gawat dar ur at

Ti ndakan keper awat an

Tyi ndakan vi site dokter

Peneri ksaan obstetri/gi nekol ogi

Pemakai an oksi gen

Peneri ksaan hi gi en tenpat-tenpat unmum

Peneri ksaan kulitas air dan |ingkungan

Pert ol ongan persalinan

Pemakai an al at canggi h

Tarif ruang rawat inap

Permmakai an nobi | anbul an

Ti ndakan vi sum Et Repertum

TRToS3ITARTIFT@QTea0 o

BAB X
PELAYANAN KESEHATAN BAG PASI EN PESERTA
Jam nan Kesehat an
Pasal 16



(2) Bagi peserta yang tidak dapat nenunjukkan kartu jam nan
kesehatan nmka di kenakan retribusi yang dinmaksud dalam
peraturan ini.

BAB Xl
Bagi an Pertama
Rawat Jal an
Pasal 17

(1) Bagi pasien yang berobat ke Puskesmas untuk rawat jalan
terlebih dahulu nendaftar pada |oket pendaftaran dan
nmenet apkan jeni s pel ayanan kesehat an.

(2) Setiap pasien ingin berobat untuk rawat jalan harus
menunj ukkan nomor registrasi guna dicatat pada buku status
sebagai dasar untuk nendapatkan pelayanan kesehatan yang
di i ngi nkan.

Bagi an Kedua
Rawat | nap
Pasal 18

Bagi Pasien yang nmasuk Puskesmas untuk rawat inap, terlebih
dahul u nendaftar pada | oket pendaftaran dengan nenyanpai kan :

a. Surat pengantar  (riwayat penyaki t/rujukan dari dokt er
peneri ksa pasien, bai k yang berasal dari Puskesnas,
Puskesnmas Keliling, Polindes maupun dokter praktek swasta

per or angan) ;
b. Surat-surat keterangan |ain yang diperlukan ol eh Puskesnas
Per awat an.

Pasal 19

(1) Biaya perawatan pasien rawat inap dihitung nulai hari
pertama masuk/ pasi en diperi ksa sanpai pasien keluar dengan
ket entuan apabila hari keluar di atas pukul 14.00 Wta,
maka kel ebi han waktu tetap dihitung 1 (satu) hari.

(2) Bagi pasien yang dirawat pada ruang perawatan kurang dari 1
(satu) hari, maka penbiayaannya tetap dihitung 1 (satu)
hari .

(3) Dalam rangka proses perawatan dan penyenbuhan pasien di
Puskesmas rawat | nap, Kepal a Puskesmas nenetapkan waktu/jam
kunj ungan pasi en.

BAB XI |
PENGGUNAAN MOBI L PUSKESMAS KELI LI NG
Pasal 20
Mobi | Puskesmas Keliling disedi akan untuk nengangkut

a. Orang sakit atau yang nendapat kecel akaan
b. Wanita yang akan bersalin ;



Pasal 21

(1) Mobil Puskesnas Keliling tidak di per bol ehkan unt uk
mengangkut j enazah.

(2) Khusus jenazah disediakan nobil jenazah untuk Kkeperluan
mengangkut jenazah dari tenpat yang bersangkutan ke
Puskesmas, Runmah Sakit Unum runmah duka atau sebal i knya.

Pasal 22

Penunj ukan petugas yang nengantar dan atau peneliharaan nobi
Puskesmas Keliling dan nobil unit lainnya yang ada di
Puskesmas, ditetapkan |ebih lanjut ol eh Kepala D nas Kesehatan
dan atau Kepal a Puskesnas.

BAB Xl ||
TARI F
Pasal 23

Ketentuan tarif retribusi untuk rawat jalan ditetapkan sebagai

beri kut

a. Biaya rawat jalan dinyatakan dal am bentuk karcis harian yang
berl aku untuk 1 (satu) rangkaian kunjungan poliklinik dalam
1 (satu) hari ;

b. Karcis rawat jalan nerupakan bukti penbayaran atas jasa
pel ayanan dan jasa sarana yang diberikan oleh Puskesnas
t ermasuk obat - obat an dan BAKHP ;

c. Biaya rawat inap juga nenperhitungkan :

- Akonodasi
- Jasa pel ayanan
- Biaya nakan ;

d. Ketentuan sebagai mana di maksud dal am huruf a, huruf b, dan
huruf c¢ di | akukan setel ah nengedepankan kesehatan sebagai
hak asasi manusia tanpa nengesanpi ngkan hak sel uruh
masyar akat unt uk nmendapat kan pel ayanan kesehatan dasar.

Pasal 24

Untuk jenis dan tarif pelayanan kesehatan yang diberikan di
Puskesnmas, ditetapkan sebagainmana Lanpiran yang merupakan
bagi an tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB Xl V
PEMBI NAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

Penbi naan dan pengawasan untuk pel aksanaan Peraturan Daerah i ni
di | akukan ol eh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang
di t et apkan dengan Keput usan Bupati .



(1)

(2)

(3)

BAB XV
KETENTUAN PENYI DI KAN
Pasal 26

Pej abat  Pegawai Neger i Si pi | tertentu di | i ngkungan

Penerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik

untuk nel akukan penyidi kan tindak pidana di bi dang

Ret ri busi Daer ah.

Wewenang penyidi k sebagai mana di naksud pada ayat (1)

adal ah:

a. Menerima ,nencari, nmengunpul kan dan neneliti keterangan
atau | aporan berkenaan dengan tidakan pidana di bidang
Retri busi Daerah agar keterangan atau |aporan tersebut
menj adi | engkap dan jel as ;

b. Meneliti, nencari, dan nengunpul kan keterangan nmengena
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
di | akukan sehubungan dengan tindakan pidana Retribusi
Daer ah ;

c. Mem nta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
Retri busi Daerah ;

d. Meneri ksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokunen-dokunen
| ai n berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retri busi
daerah ;

e. Mel akukan penggel edahan untuk nendapatkan bahan bukti

penbukuan, pencat at an, dan dokunen- dokunen, serta
mel akukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
f. Memi nta bantuan tenaga ahli dalam rangka pel aksanakan

tugas penyidi kan tindakan tindak pidana di bi dang
Retri busi Daerah ;

g. Menyur uh ber hent i dan at au nmel ar ang seseor ang
meni nggal kan ruangan atau tenpat pada saat peneriksaan
sedang berl angsung dan neneri ksa identitas orang dan atau
dokunmen yang di bawa sebagai nana di maksud pada huruf e ;

h. Menotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retri busi Daerah ;

i . Memanggi | orang untuk didengar ket erangannya dan
di peri ksa sebagai tersangka atau saksi ;

] . Menghenti kan penyi di kan

k. Mel akukan tindakan lain yang perlu untuk kel ancaran
penyi di kan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
menur ut hukum yang dapat di pertanggungj awabkan.

Penyi di kK sebagai mana di maksud pada ayat (1) pasal ini

menberi t ahukan di mul ai nya penyi di kan dan nenyanpai kan hasi

penyi di kannya kepada Penuntut Unum nel al ui Penyi di k Pej abat

Polisi Republik Indonesia (POLRI), sesuai dengan ketentuan

t entang Hukum acara Pi dana yang ber| aku.

BAB XVI
KETENTUAN Pl DANA
Pasal 27



(2) Tindak pidana sebagai mana di maksud pada ayat (1) adal ah
pel anggar an.

(3) Denda sebagai mana di naksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas
Daer ah.

(4)

Pasal 28
Kerja sanma dengan pihak ketiga asuransi atau perusahaan yang
menanggung bi aya pel ayanan kesehatan di Puskesnas akan di atur
dengan perjanjian tertulis dengan Kepala Dinas Kesehatan
ber dasar kan peraturan perundang-undangan yang ber| aku.

BAB XVI ||
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

(1) Dengan di berl akukannya Peraturan Daerah ini, nmaka Peratuan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nonor 8 Tahun 2004
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan
Masyar akat, di nyatakan di cabut dan tidak berlaku | agi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanj ang nengenai pel aksanaannya akan ditetapkan 1ebih
| anj ut dengan Peraturan Bupati .

Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap or ang dapat nmenget ahui nya mener i nt ahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penenpatannya dalam
Lenbar an Daerah Kabupaten Hul u Sungai Sel at an.
Di t et apkan di Kandangan
pada tanggal 28 Septenber 2009

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI” I
Di undangkan di Kandangan
pada tanggal 28 Septenber 2009

SEKRETARI S DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN,



LAVPI RAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI
NOMOR 06 TAHUN 2009
TANGGAL 28 Sept enber

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRI BUSI
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ( PUSKESMAS)

SELATAN

2009

NO JENISPELAYANAN TARIF | KETERANGAN
1 | Pemeriksaan Polikinik Umum/KIA/Gigi 5.000 4,
2 | Pemeriksaan Poliklinik Sanitasi/gizi/laktasi/PIK- 2.500
KRR
3 | Tindakan Operasi Sudah  termasuk
a. Operasi Sederhana 20.000 | BAKHP
b. Operas kecil 40.000
c. Operasi sedang 75.000
d. Sirkumsis 100.000
4 | KIR kesehatan - Tidak
a Umum 7.500 termasuk
b. Caten 10.000 pemeriksaan
c. Hajitahap | 25.000 laboratorium/
d. Butawarna 7.500 radiologi
e. Keterangan kematian 7.500 - KIR haji
f. Keterangan sakit 7.500 dilakukan
g. Cuti hamil 7.500 oleh tim
khusus
Dinkes
5 | Tindakan medik poli gigi Termasuk  obat
a. Tindakan medik sederhana 15.000 | dan BAKHP
b. Tindakan medik kecil 25.000
c. Tindakan medik sedang 40.000
6 | Laboratorium sederhana Sudah  termasuk
a Hb 2.500 BAKHP
b. Golongan darah 5.000
c. LED 2.500
d. Teskehamilan 20.000
e. Darah maaria 5.000
f. Diffcount 5.000
0. Kolesteral 25.000
h. Guladarah 20.000
i. Trigliserid 25.000
j. Asam urat 20.000
k. Wida 20.000
[.  Trombosit 5.000
m. Protein urin 2.500
n. Urinlengkap 12.500
0. Feces 5000
p. Urinrutin 5.000
g. Urinreduksi 2.500
7 | Tindakan gawat darurat 10.000
8 | Tindakan keperawatan




9 | Tindakan visite dokter di ruangan, 7.500
Visite atas permintaan pasien
10 | Pemeriksaan obstetri/ginekol ogi Tidak  termasuk
a VT 2.500 BAKHP
b. Pasang spikulum 2.500
11 | Pemakaian oksigen per liter/menit 1.500
12 | Pemeriksaan higientempat-tempat umum/tempat
pembuatan makanan
a Perusshaan minuman/makanan dan| 10.000
sgjenisnya
b. Warung sederhana 5.000
c. Rumah makan 10.000
d. Losmen/hotel 10.000
13 | Pemeriksaan kualitas air dan lingkungan
a. Kimiaterbatas/'sample 25.000
b. Bakteriologi/semple 25.000
c. Tanah/semple 25.000
14 | Pertolongan persalinan/kebidanan
a. Partus normal 200.000
b. Partus patologis dengan tindakan 500.000
c. Manual plasenta 150.000
d. Kuretase 200.000
15 | Pamakaian alat-alat canggih Belum termasuk
a. Doppler 10.000 | obat BAKHP
b. USG 25.000
c. Radiologi 50.000
d. Nebulizer 20.000
16 | Tarif ruangan rawat inap/hari 30.000
17 | Pemakaian mobil ambulance
a 10 Km pertama 40.000
b. Diatas 10 Km 4.000/Km
18 | Tindakan visum
a Luar 20.000
b. Mayat 50.000
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI”1
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

LAVPI RAN

Klini k sanitasi adalah klinik yang nenberi kan penyul uhan
tent ang kesehat an | i ngkungan dan hi gi en perorangan.

Klinik gizi adalah Kklinik yang nenberikan penyul uhan
tentang gi zi dan nakanan sehat.

Klinik |aktasi adalah klinik yang nenberi kan penyul uhan
tentang persiapan yang harus dilakukan untuk ibu
menyusui .

Klinik PIK-KRR adalah klinik yang nenberi kan penyul uhan
tent ang kesehat an reproduksi dan remnsj a.

Yang termasuk dal am operasi sederhana adal ah hecting 1-10
jahitan,up hecting, penganbilan serunen, tindik daun

tel i nga.
Yang termasuk operasi kecil adalah extirpasi kuku
extirpasi |ipom, extirpasi clavus, incisi abses kecil

di ameter 1-2 cm

Yang termasuk operasi sedang adalah hecting diatas 10
jahitan,multiple injury, ganglion, incisi abses besar
di anet er | ebih dari 2 cm I nci si tatto

extirpasi atherom corpus alineum di mata, hidung,
tel i nga dan anggota tubuh |ai nnya.

Ti ndakan nedis sederhana adalah ekstraksi gigi sulung
tanpa penyulit, sterilisasi sal uran akar, t enpat
senmentara gigi sulung dan gigi tetap

Ti dakan nedis kecil adalah ekstraksi gigi sulung dengan
| okal anastesi/dengan penyulit, ekstraksi gigi pernanen
dengan | okal anastesi tanpa penyulit, tenpat permanen
gigi sulung 1 bidang, tenpat pernmanen gigi permnen 1
bi dang, skaling per rahang, incisi abses.

Ti ndakan nmedis sedang adalah ekstraksi gigi permnen
dengan | okal anastesi dengan penyulit, operasi Kkista,
odont ekt om / operasi gigi tertanam reseksi apex dengan
perawata saluran akar, perawatan patah rahang dengan
oper asi seder hana.

Ti ndakan gawat darurat adalah tindakan yang dil akukan
untuk nengatasi keadaan gawat darurat pada pasien yang
memer | ukan tindakan seger a.

Ti ndakan pasang katater adal ah tindakan nmemasang kat ater
pada pasi en yang tidak bisa kencing.

Ti ndakan pasang drunbui s adal ah nemasang sel ang pada bayi
atau orang dewasa yang tidak bisa fl atus.

Ti ndakan ganti verban adalah tindakan nengganti verban
pada pasi en.

Debri denmen adalah tindakan nenbersihkan |uka secara
intensif.

Visite dokter adalah kunjungan dokter ke ruangan untuk
mel i hat keadaan pasi en.

VT adal ah peneri ksaan dalam yang dilakukan untuk
nmenegakkan di agnosa.

Ti ndakan pasang spi kul um adal ah nemasang spi kul um atau
alat untuk nelihat keadaan di dalam organ reproduksi



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Partus patol ogis adal ah partus dengan kel ai nan sehingga
memer | ukan tindakan khusus.

Manual plasenta adlah tindakan yang dilakukan untuk
menganbi | plasenta yang tertinggal.

Kur et ase adal ah t i ndakan yang di | akukan unt uk
menghenti kan perdarahan pada ibu ham| yang nengal am
kegugur an.

Doppl er adal ah alat untuk nengetahui atau nendengarkan
denyut jantung janin.

USG adalah alat untuk nelihat kelainan dalam rongga
per ut .

Radi ol ogi adalah alat untuk nenegakkan diagnosa yang
menggunakan sinar X.

Nebul i zer adal ah al at untuk nmenolong pasien yang
mengal ami sesak nafas pada asnma bronchi al e.

Vi sum et repertum adal ah peneri ksaan yang dil akukan unt uk
menberi kan ganbaran i ntuk keperl uan penyi di kan.



